Menimbang

Mengingat

NOMOR

RENCANA KERJA p
KABUPATEN Luwy TAHUN 2011

AN BUPATI Luwy
* 21 TANUN 2010

TENTANG

EMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUW u,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011,
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
memuat arah kebijakan dan program kerja tahunan yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berkesinambungan;
pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Luwu Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 195? Nomar 74,
+ambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia

Nomr 1822);
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Undang-

Unda
Pen "G Nomor 28 Tahun 1999 tentang

KOr:::‘gKiT:?‘;a::lgam yang Bersih dan Bebas dari
Indonesia Tahun 15 ;potlsme (Lembaran Negara Republik
Negara Republic 1 ‘Nomor 75, Tambahan Lembaran
ndonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200:; tentang Keuangan
Negara (Lembaran N Republi o
Normor 47, Tamiata egara Republik Indonesia Tahun 2003
' n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
{Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
rerakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-y
pmm‘:‘ Mg Nomor 33 Tahun 2004 tentang
"a8n kﬂujmn antara Pemerintah Pusat dan

Peme
merintah Daeraty (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tah

Un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiy Nomar 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran

Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

turan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Negara Republik  Indonesia

Pera
penyusunan Rencand Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesi

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
e

i 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Indonesla Tahun

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemer;
fintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2005 Nomor ' |
S tndones 165, Tambahan Lembaran Negara
@ Nomar 459));
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara  Penyusunan Rencana Pembangunan MNasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kote (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tat2 Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negareé Republik Indonesia Nomor 4817);

presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

raturan
. nengah Nasional Tahun 2004-2009;

Jangka Me
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Menetapkan

22,

23,

24,

26.

27.

28.

29.

pp:::::mp""‘ik’" Nomor 1 Tahun 2007 tentang

N -- Penqundangan Adan Penyebarluasan
ng undangan:

Peraturan Menteri Datam Negeri Momor 59 tabun 2007

tentang Perubahan atas Nomor 1) Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah,

SURRt  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Momor

050720071y BANGDA/2008, tetang Pedoman  Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Luwu;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPIJMD) Kabupaten Luwu 2009-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 tahun 2009

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Bupati Luwu Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG RENCANA KERIA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011
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Da'am Peraturan Bupatl ini yang d

1.
2

10.

11,

imaksud GEngan .
Uwu,
Pemerintah  Daerah adalah Bupati

i

penyelenggara pemerintah gagrap, dan Perangkat daerah sebagai unsur
Bupati adalah Bupati Luwy,

Daerah adalah Kabupater, |

g::;nk;irz:::: ::ekr‘:: K'Z:’ah ¥ang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
paten Luwu,
:::a;e:::a”::z::m::iunan Daerah (Bappeda) adalah Bad'an Perencanaan
paten Luwu yang bertanggung jawab terhadap
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah
dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPIMN adalah dokumen perencanaan nasional 0“’:“‘" pEHS: S (G, et
n tahun 2011.
terhitung mulai tahun 2005 S2mP dengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPIMD
Rencana Pembangunan Jangka Menenga ‘
mbangunan daerah Kabupaten Luwu untuk periode
adalah dokumen perencanaan pe o
pakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
tahun 20092014, YeP9 T L L erah serta memerhatikan RPIM Nasional
daerah dengan berpedoman PBC“; ang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daer _h untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011
Perencanaan pembangunan o 1 dan berakhir tanggal 31 Desember 2011,
yang dimulai tanggal 1 Januan 20%
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12,

13.

14.

15,

16.

17.

(1)

)

(1)

tar pelaky
pembangunan daerah, dalam rangka menyusun perencanaan

Satuan Keria Peran
. ja gkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwy,

Kebijakan daeral-'n adalah arah atay tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan sesya dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang belfaku.

Strategi  adalah langkah-langkah berisikan program-program  indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011, yang Selanjutnya
disebut RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011 yang dimufai
khir pada tanggal 31 Desember 2011,
011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir
kan dalam Peraturan Bupati ini.

tanggal 1 Januari 2011 dan bera
RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2 .
dan merupakan bagian yang tidak terpisah

pasal 2
n 2011 merupakan penjabaran dari Rencana
h Daerah Kabupaten tuwu Tahun 2009-2014
rah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun

RKPD Kabupaten LUWU Tahu
Pembangunan Jangka Menenga

peraturan Dae
sebagaimana ditetapkar <257 erangka Ekonomi Mako tahun 2011 yang antara
ngan

kan fiskal moneter, prioritas pembang
lain arah kebijaka

pendanaannya;
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~38 =B 5 _
=33 8 g ‘3 g
RKPD Kabupaten |,
3 a. pedoman bagi S:: o 0 Sebagaimana dimaksud pada
) uan Kerja Pera ud pada ayat (1) menjadi:
Perangkat Daerah (Renja hgkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

“SKPD) Tahun 201 1
D

9erah dajam menyusun Rencana
Tahun 2011;

Pemerintah Daerah dalam
Pendapatan dan Belanfa Daerah (RAPBD) Tahy

Kerja Pemerintah

menyusun Rancangan Anggaran
n Angqgaran 2011,

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun 2011 harys menglkuti ketentuan:

(1) RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2011 harus digunakan oleh Pemerintah Daerah
sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2011 harus digunakan oleh SKPD lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana

kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator

latan;
kinerja masing-masing program/kegiatan; . ‘
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPKD

Kabupaten Luwu dan Kepala Bappeda Kabupaten Luwu paling lambat 14 {empat
upaten

hirnya triwulan yang bersangkutan;

irnya tri

belas) hari setelah berak ‘ | .

3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan perhmba' .ngan bagi analisis dan

7 v r lan anggaran tahun perikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
evaluasi usuian

bersangkutan.

pasal 5 |

Luwu menelaah Kesesuaian antara Rencana Kerja dan

Kepala Bappeda Kabus-a;e:n dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Anggaran (RKA) SKPD 1@

Luwu Tahun 2011.
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BAB 111

Hakhal yang belum diatur dalam Pera
. Wran Bupati ini sepani | -
' panjang mengenai teknis
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut melafy; .

Keputusan Bupati sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaky, o

Pasal 7

bengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2010
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPAJI LUWU

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopd
pada tanggal 19 Juli 2010

)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

£

SYAIFUL ALAM ) TAHUN 2010 NOMOR 31
BERITA DAERAH KABUPATE
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